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ABSTRACT

The dynamics of Islamic legal thought reform in Indonesia represent a response to the
complexity of evolving social, political, and economic changes. This article aims to analyze the
processes, forms, and factors influencing the reform of Islamic law from independence to the
present day. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-
depth interviews, participatory observation, and document analysis of religious institutions and
applicable legal regulations. The findings indicate that Islamic legal reform in Indonesia takes
four primary forms: figh, fatwas, jurisprudence, and legislation. These reforms are situated
within the reciprocal relationship between Islamic normative texts and local social realities,
enacted through ijtihad, reinterpretation, and institutional integration into social systems. The
study asserts that the reform of Islamic law in Indonesia is contextual and adaptive to
contemporary needs, while remaining rooted in the foundational principles of Sharia.
Consequently, such reform not only ensures the continued relevance of Islamic law but also
strengthens its integration into the national legal framework.

Keywords: Islamic Law, Reform, ljtihad, Social Institutions, Indonesia

ABSTRAK

Dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan respons terhadap
kompleksitas perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis proses, bentuk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan
hukum Islam sejak era kemerdekaan hingga masa kini. Dengan pendekatan fenomenologis
kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi
dokumentasi terhadap institusi keagamaan serta regulasi hukum yang berlaku. Temuan
menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia mencakup empat bentuk utama:
fikih, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan. Pembaruan tersebut terjadi dalam
kerangka relasi timbal balik antara teks-teks normatif Islam dengan realitas sosial lokal, melalui
mekanisme ijtihad, reinterpretasi, dan institusionalisasi dalam pranata sosial. Artikel ini
menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia bersifat kontekstual dan adaptif
terhadap kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian,
pembaruan ini tidak hanya mempertahankan relevansi hukum Islam, tetapi juga memperkuat
posisinya dalam sistem hukum nasional.

Katakunci: Hukum Islam, Pembaruan, ljtihad, Pranata Sosial, Indonesia
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PENDAHULUAN

Pembaruan hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan dalam menjawab kompleksitas persoalan
kehidupan kontemporer yang terus berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan
dinamis, hukum Islam tidak dapat dipertahankan dalam bentuk stagnan, melainkan harus mampu
menyesuaikan diri dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang berubah (Munajat, 2019). Dalam
kerangka itulah, pemikiran hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi, dari pemahaman yang
tekstual-formal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan substansial (Hoesein, 2012). Dinamika ini
sejalan dengan prinsip hukum Islam yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman,
sebagaimana tercermin dalam adagium klasik “csstall a3 5 483a) Cuumy 430 JY) juad 4S5 Jsa¥l g 2o ) gall 57
(Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sessuai dengan perubahan zaman, ruang,
keadaan, niat, dan kebutuhan) dengan kata lain fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan
tempat (Al-Jauziyah, 2017).

Pembaruan dalam hukum Islam bukanlah upaya merombak ajaran dasar syariah, melainkan usaha
untuk mengkontekstualisasi prinsip-prinsip universal Islam ke dalam realitas kekinian. Al-Qur'an dan Hadis
menyediakan landasan normatif yang bersifat tetap (tsawabit), namun dalam aspek muamalah dan sosial,
ruang ijtihad terbuka luas bagi para ulama untuk menggali hukum yang relevan. Dalam sejarah Islam klasik,
ijtihad menjadi fondasi utama pembentukan hukum, tetapi di era pasca-klasik, praktik ijtihad cenderung
mengalami stagnasi akibat dominasi mazhab fikih dan lemahnya keberanian melakukan pembacaan ulang
terhadap teks keagamaan (Lubis, 2022). Hal ini menjadi tantangan utama bagi umat Islam modern,
termasuk di Indonesia, untuk melakukan pembaruan hukum Islam yang berakar pada nilai syariah namun
tetap adaptif terhadap realitas sosial (Nasution, 1982).

Konteks Indonesia memberikan dinamika tersendiri dalam wacana pembaruan hukum Islam. Sebagai
negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekhasan dalam menafsirkan dan
mengimplementasikan hukum Islam, baik melalui jalur struktural negara (seperti legislasi dan
yurisprudensi) maupun melalui jalur kultural seperti fatwa ormas Islam. Sejak kemerdekaan, pembaruan
hukum Islam telah menemukan momentumnya dalam produk-produk hukum seperti Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Namun demikian, proses
ini tidak lepas dari dinamika antara norma-norma keislaman dan nilai-nilai lokal serta tantangan globalisasi
hukum (Rofig, 2001).

Di tengah perubahan sosial yang cepat dan kompleks, pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak
hanya dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan baru dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai
sarana integrasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional (Doing et al., 2024). Oleh
karena itu, upaya pembaruan hukum Islam harus dilakukan dengan pendekatan metodologis yang tepat,
seperti penggunaan magqasid al-syart‘ah, maslahah mursalah, dan reinterpretasi terhadap teks-teks fikih
klasik (Safriadi, 2021). Pendekatan ini memungkinkan pembaruan yang tidak semata-mata tekstual, tetapi
juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi inti dari hukum Islam
(Mukmin, 2025).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia
melalui pendekatan fenomenologis-kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk pembaruan yang
muncul, baik dalam fikih, fatwa, yurisprudensi, maupun legislasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-
faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses pembaruan, serta implikasinya terhadap masyarakat
Muslim Indonesia. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam
merumuskan arah pembaruan hukum Islam yang kontekstual, inklusif, dan relevan dengan tantangan
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Zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk mengeksplorasi secara
mendalam dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia dari perspektif para aktor keagamaan, institusi
hukum Islam, dan masyarakat Muslim (Nasir et al., 2023). Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu
mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman subyektif individu maupun kolektif terhadap
fenomena pembaruan hukum Islam dalam kehidupan sosial-keagamaan sehari-hari (Husserl, 1982). Fokus
utama dari pendekatan ini adalah pemahaman atas realitas yang dialami, ditafsirkan, dan dimaknai oleh
subjek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber kunci seperti ulama, akademisi, praktisi
hukum Islam, serta masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dalam penerapan hukum Islam,
khususnya dalam konteks peradilan agama dan organisasi keislaman. Teknik observasi partisipatif juga
digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap praktik dan dinamika hukum Islam dalam
lembaga formal seperti Pengadilan Agama serta lembaga fatwa seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah
(Mujib, 2015).

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber
tertulis, seperti teks-teks fikih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa resmi, putusan-putusan peradilan
agama, serta produk legislasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Kajian literatur juga mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, serta
artikel yang relevan dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Data sekunder ini berfungsi sebagai
kerangka kontekstual untuk memperkuat hasil temuan lapangan.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap dengan menggunakan analisis tematik dan analisis
naratif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema utama yang muncul
dalam wawancara dan dokumen, seperti bentuk pembaruan hukum, tantangan implementasi, dan peran
lembaga keagamaan. Sementara itu, analisis naratif digunakan untuk memahami makna subjektif yang
dikonstruksi oleh narasumber terkait pengalaman mereka dalam proses pembaruan hukum Islam. Proses
analisis dilakukan secara iteratif hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam (Hammarberg et
al., 2016).

Teknik validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi ini
bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi dari berbagai sumber dan pendekatan.
Validitas interpretatif juga dijaga melalui konfirmasi ulang data kepada informan (member check) dan
diskusi antarpeneliti (peer debriefing). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat
kredibilitas, transferabilitas, dan keabsahan yang tinggi dalam menjelaskan dinamika pembaruan hukum
Islam di Indonesia (Denzin & Lincoln, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembaruan Hukum Islam sebagai Kebutuhan Sosial-Religius

Pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sekadar agenda intelektual,
melainkan merupakan keniscayaan yang lahir dari realitas sosial, historis, dan religius bangsa ini (Wabhid,
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2006). Dalam masyarakat yang majemuk dan terus bergerak, hukum Islam dihadapkan pada tantangan
untuk senantiasa hadir secara fungsional dan relevan. Perubahan sosial seperti urbanisasi, meningkatnya
mobilitas masyarakat, transformasi struktur keluarga, dan perkembangan teknologi informasi telah
mengubah cara umat Islam memahami, menjalankan, dan mengakses hukum agama. Oleh sebab itu,
pembaruan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjawab persoalan baru yang tidak
ditemukan padanannya dalam nash atau praktik tradisional (\Voll, 1983).

Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dapat dibekukan dalam bentuk yang rigid dan tekstualistik. la
harus dipahami sebagai sistem nilai dan etika yang dapat berinteraksi dengan perubahan zaman dan ruang.
Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hukum Islam harus senantiasa selaras dengan
maslahat dan realitas sosial umatnya. Beliau menyatakan bahwa “perubahan fatwa sesuai dengan perubahan
zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan” merupakan bagian dari prinsip syariah yang hidup dan adaptif
(Al-Jauziyah, 2017). Pandangan ini memberikan landasan bagi para ulama dan intelektual Muslim di
Indonesia untuk melakukan ijtihad kontekstual, sehingga hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan
kontemporer tanpa kehilangan substansinya.

Secara normatif, pembaruan hukum Islam juga memiliki dasar dalam ajaran Islam itu sendiri. Konsep
magqasid al-syart‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam) menggarisbawahi bahwa hukum diturunkan untuk
menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdurrakhman, 2019). Apabila suatu
bentuk hukum tidak lagi mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut secara efektif dalam konteks zaman
tertentu, maka perlu dilakukan rekonstruksi hukum dengan tetap mempertahankan prinsip dasarnya
(Masud, 2006). Inilah dasar teologis dan metodologis dari pembaruan hukum Islam, yang bertujuan untuk
mengharmonikan antara nilai-nilai syariah dengan kebutuhan masyarakat modern yang dinamis dan plural.

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam tidak hanya didorong oleh perkembangan internal umat Islam,
tetapi juga oleh sistem hukum nasional yang menuntut integrasi dan harmonisasi berbagai sumber hukum
(Cammack & Feener, 2012). Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, eksistensi hukum Islam tidak
mungkin diabaikan dalam sistem hukum nasional. Namun, agar dapat berfungsi secara legal dan sosial,
hukum Islam harus ditransformasikan dalam format yang dapat diterima oleh kerangka negara hukum
modern, baik melalui legislasi, fatwa, maupun yurisprudensi. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di
Indonesia merupakan proses dialektika antara teks, konteks, dan struktur kelembagaan yang saling
mempengaruhi dan membentuk (Rofig, 2001).

Tipologi Pembaruan: Fikih, Fatwa, Yurisprudensi, dan Legislasi

Pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan multistruktural dan terjadi
pada berbagai level pemikiran serta institusi (H. S. Salim, 2010; A. Salim, 2015). Secara garis besar,
pembaruan ini dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama: fikih, fatwa, yurisprudensi, dan legislasi
(Mudzhar, 1990). Keempat bentuk tersebut menggambarkan bagaimana hukum Islam di Indonesia
mengalami transformasi, baik dalam aspek teoretis-normatif maupun dalam implementasi praktis di tengah
masyarakat (Lukito, 2012). Dinamika ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak hanya
bersumber dari ijtihad individual, tetapi juga dari kelembagaan yang berperan aktif dalam mengadaptasi
hukum Islam terhadap kebutuhan zaman dan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Pertama, dalam ranah fikih, pembaruan dilakukan melalui reinterpretasi terhadap teks-teks klasik
dengan mempertimbangkan konteks sosial lokal. Fikih sebagai produk pemikiran manusia atas syariah,
memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah.
Para intelektual Muslim Indonesia seperti Hashi ash-Shiddieqy dan Gus Dur telah menggagas pentingnya
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“pribumisasi fikih”, yakni upaya menjadikan hukum Islam kontekstual dengan budaya dan realitas lokal
Indonesia (Shiddieqy, 1966). Hal ini menjadi penting mengingat banyak warisan fikih yang masih bercorak
Timur Tengah dan belum tentu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang terikat oleh
adat dan norma lokal.

Kedua, fatwa berperan sebagai instrumen responsif terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak
secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Di Indonesia, lembaga-lembaga keagamaan seperti
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki badan khusus yang
menerbitkan fatwa berdasarkan pertimbangan syariah dan konteks sosial masyarakat. Fatwa bukan hanya
menjadi pedoman keagamaan, tetapi juga acuan moral dan sosial bagi umat. Meski tidak mengikat secara
hukum formal, fatwa memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dapat memengaruhi kebijakan negara serta
praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia (Mudzhar, 1993).

Ketiga, bentuk pembaruan muncul dalam yurisprudensi atau putusan hakim peradilan agama.
Yurisprudensi dianggap penting karena menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam praktik peradilan
dan mampu merespons persoalan-persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Putusan hakim dalam
perkara-perkara seperti waris, perwalian, atau perceraian sering kali mengandung muatan ijtihad yang
kontekstual, sehingga memperkaya dinamika hukum Islam. Berbeda dengan fatwa, yurisprudensi bersifat
mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, terutama bila dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau
pengadilan tinggi agama (Yanlua, 2012).

Keempat, legislasi atau perundang-undangan menjadi bentuk paling formal dari pembaruan hukum
Islam. Produk hukum seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 merupakan contoh konkret dari pembaruan hukum Islam yang
terinstitusionalisasi dalam sistem hukum nasional. Legislasi ini mencerminkan proses akomodasi nilai-nilai
Islam ke dalam hukum negara, sekaligus sebagai bukti bahwa hukum Islam dapat berjalan berdampingan
dengan prinsip negara hukum modern. Meski tidak luput dari kritik, perundang-undangan berbasis syariah
ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam bukanlah wacana eksklusif umat Islam, melainkan bagian
dari proses hukum nasional yang terbuka dan partisipatif (Najib, 2020).

Kontribusi dan Tantangan Institusional

Pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai institusi yang
menjadi medium artikulasi hukum, baik pada level negara maupun masyarakat sipil. Secara umum, terdapat
dua jalur utama dalam dinamika pembaruan ini, yakni jalur struktural dan kultural (Cammack & Feener,
2012). Jalur struktural merujuk pada pembaruan yang dimotori oleh lembaga negara melalui legislasi dan
kebijakan publik, sedangkan jalur kultural berakar pada inisiatif dari masyarakat keagamaan, seperti
organisasi keislaman, lembaga pendidikan, dan otoritas ulama. Kedua jalur ini sering kali beririsan dan
berinteraksi dalam memproduksi, memformulasikan, dan menerapkan hukum Islam dalam kerangka
kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia.

Dari sisi struktural, kontribusi negara dalam pembaruan hukum Islam dapat dilihat melalui regulasi-
regulasi resmi seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Tahun 1991. Produk-produk hukum tersebut merupakan hasil kompromi antara aspirasi umat Islam dan
kebutuhan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Meski tidak murni berbasis
syariah, produk hukum ini berhasil mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam format hukum positif yang
bersifat mengikat. Selain itu, pendirian dan penguatan Peradilan Agama melalui Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 menjadi langkah penting dalam menjamin eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari sistem
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peradilan nasional (Rofig, 2001).

Sementara itu, jalur kultural dalam pembaruan hukum Islam dijalankan oleh organisasi-organisasi
Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Mereka berperan dalam menyusun fatwa, pedoman etika
keagamaan, serta pendidikan hukum Islam melalui pesantren dan perguruan tinggi keagamaan. Pembaruan
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini cenderung lebih fleksibel dan adaptif karena tidak selalu terikat
oleh struktur formal negara. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau
Lajnah Bahtsul Masail NU sering menjadi rujukan bagi umat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ilmiah
dan diskursus pemikiran yang diselenggarakan secara berkala juga memperkaya wacana hukum Islam di
ruang publik Indonesia (Mudzhar, 1993).

Namun demikian, kontribusi institusional dalam pembaruan hukum Islam tidak lepas dari sejumlah
tantangan. Pertama, masih terdapat resistensi dari sebagian kelompok konservatif yang memandang
pembaruan sebagai bentuk liberalisasi atau sekularisasi hukum Islam. Pola pikir ini sering kali menghambat
proses ijtihad baru dan menyebabkan stagnasi metodologis dalam pengambilan hukum. Kedua, terdapat
ketimpangan kapasitas antara lembaga negara dan masyarakat sipil dalam hal otoritas keagamaan. Negara
memiliki daya paksa hukum, tetapi kerap minim legitimasi dari basis umat. Sebaliknya, lembaga
keagamaan memiliki otoritas moral, tetapi tidak selalu memiliki daya implementasi yang kuat. Ketiga,
pembaruan hukum Islam di Indonesia juga dihadapkan pada kompleksitas pluralitas hukum yang
melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara, yang kadang menimbulkan
konflik normatif dalam praktik (Irfan, 2018)

Tantangan-tantangan ini menuntut pendekatan integratif yang mampu menjembatani antara norma
syariah, nilai-nilai lokal, dan prinsip negara hukum modern. Diperlukan sinergi antara aktor-aktor negara
dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembaruan hukum Islam tidak hanya bersifat simbolik atau
elitis, tetapi benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, dialog antarmazhab,
penguatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi faktor penting
yang harus terus dikembangkan demi terwujudnya pembaruan hukum Islam yang substansial dan
berkelanjutan.

Prinsip ljtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam

ljtihad merupakan pilar utama dalam sistem hukum Islam yang menjadi mekanisme pembaruan
hukum dari masa ke masa (Khan & Khan, 2024). Dalam kerangka usul fikih, ijtihad berfungsi sebagai alat
untuk mengaktualisasikan teks keagamaan dalam realitas yang terus berubah. Keterbukaan hukum Islam
terhadap ijtihad mencerminkan sifat fleksibel dan dinamis dari syariah, terutama dalam ranah muamalah.
Dalam sejarah peradaban Islam, berbagai mazhab fikih muncul sebagai hasil dari dinamika ijtihad yang
mempertimbangkan kondisi sosiokultural dan politik umat. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di
Indonesia tidak dapat dilepaskan dari revitalisasi prinsip-prinsip ijtihad yang relevan dengan konteks lokal
(Ummah et al., 2025).

Prinsip-prinsip hukum Islam klasik seperti maslahah mursalah (kemaslahatan umum), ‘urf
(kebiasaan masyarakat), dan sadd al-dzari ‘ah (mencegah kerusakan) merupakan instrumen metodologis
yang memungkinkan hukum Islam untuk menjawab perubahan zaman secara kontekstual (Zuhdi & Nasir,
2024). Selain itu, pendekatan magdasid al-syart ‘ah menjadi kerangka konseptual yang sangat penting dalam
menjamin bahwa ijtihad tetap berada dalam jalur perlindungan atas lima prinsip pokok: agama (al-din),
jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Umami & Ghofur, 2022). Dengan
demikian, pembaruan hukum Islam yang dilakukan melalui ijtihad tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi
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juga etis dan humanistik.

Namun, salah satu kendala utama dalam penerapan ijtihad adalah munculnya pandangan tentang
tertutupnya pintu ijtihad sejak abad ke-4 H, yang menyebabkan umat Islam lebih cenderung melakukan
taklid kepada otoritas mazhab tanpa mempertimbangkan konteks aktual. Pandangan ini telah dikritik oleh
banyak intelektual Muslim modern, termasuk tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh, Rashid
Rida, dan di Indonesia oleh Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Mereka menegaskan pentingnya
membuka kembali ruang ijtihad sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam menghadirkan
hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman (eL-Mawa, 2016).

Di Indonesia, pemikiran tentang ijtihad kontekstual berkembang seiring dengan meningkatnya
kesadaran akan pluralitas sosial dan tantangan modernitas. Hal ini tercermin dalam wacana “fikih sosial”
yang digagas oleh tokoh-tokoh seperti KH. Ali Yafie dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang
menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks keagamaan. Ijtihad dalam konteks
ini tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas akademik elite, tetapi sebagai proses kolektif yang melibatkan
pengalaman sosial umat, tradisi lokal, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh sebab itu, fleksibilitas
hukum Islam bukan berarti relativisme hukum, melainkan kemampuan untuk menghadirkan keadilan
substantif di tengah kompleksitas masyarakat modern (Tata, 2022).

Dampak Pembaruan terhadap Sistem Hukum Nasional dan Pranata Sosial

Pembaruan hukum Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap
pembentukan sistem hukum nasional yang plural dan inklusif (Walude & llyas, 2025). Sejak disahkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari
sistem perundang-undangan negara, khususnya dalam bidang hukum keluarga (Mustofa, 2015).
Pengesahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 semakin memperkuat posisi hukum Islam
sebagai sumber hukum positif yang diakui oleh negara. Hal ini menandai institusionalisasi hukum Islam
dalam sistem hukum nasional, di mana nilai-nilai syariah diterjemahkan dalam format hukum yang dapat
diterima oleh kerangka negara hukum modern (Syarif et al., 2018).

Dampak lainnya terlihat dalam praktik peradilan, terutama di lingkungan Peradilan Agama yang
secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum
Islam. Putusan-putusan yurisprudensial dari Pengadilan Agama menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip
hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial dan hukum positif Indonesia. Dalam beberapa kasus,
peradilan agama bahkan telah memperluas cakupan interpretasi hukum Islam dengan mempertimbangkan
asas keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini mencerminkan transformasi hukum Islam dari
sekadar teks normatif ke arah realisasi keadilan sosial di tingkat praktik yudisial (Tarigan, 2021).

Di luar sistem hukum formal, pembaruan hukum Islam juga berdampak besar terhadap
pembentukan dan perkembangan pranata sosial keislaman di masyarakat. Pranata-pranata seperti lembaga
zakat, wakaf, koperasi syariah, dan majelis taklim berfungsi tidak hanya sebagai saluran keagamaan, tetapi
juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang memperkuat solidaritas dan pemberdayaan umat. Dalam
konteks ini, hukum Islam menjadi kekuatan kultural yang mempengaruhi perilaku kolektif umat Islam,
terutama dalam hal norma sosial, nilai moral, dan pengaturan kehidupan bersama. Proses ini menunjukkan
bahwa pembaruan hukum Islam tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berlanjut dalam
internalisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia (Putra & Ahyani,
2022).

Lebih lanjut, dampak pembaruan hukum Islam juga mencerminkan adanya proses interaktif antara
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hukum dan budaya lokal. Sebagian besar praktik hukum Islam di Indonesia mengalami akomodasi dengan
hukum adat, sehingga menghasilkan bentuk hukum hybrid yang unik dan kontekstual. Misalnya, dalam
beberapa daerah, praktik perkawinan, waris, dan wakaf tidak hanya merujuk pada ketentuan fikih klasik,
tetapi juga menyesuaikan dengan norma lokal yang telah membudaya. Proses ini memperlihatkan bahwa
pembaruan hukum Islam berperan penting dalam membangun harmoni antara ajaran agama dan struktur
sosial lokal, sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam di tengah masyarakat yang plural dan
demokratis (Sparr, 2014).

KESIMPULAN

Pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan suatu proses historis, sosiologis, dan
teologis yang berlangsung secara dinamis. Pembaruan ini tidak semata-mata bertujuan mengganti norma
lama dengan yang baru, tetapi merupakan upaya rekontekstualisasi ajaran Islam agar tetap relevan dengan
perubahan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Hukum Islam, yang bersifat universal dan
fleksibel, memungkinkan adanya pembaruan melalui instrumen ijtihad, reinterpretasi, dan integrasi nilai-
nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Tipologi pembaruan hukum Islam di Indonesia mencakup empat dimensi utama: fikih, fatwa,
yurisprudensi, dan legislasi. Keempat dimensi ini saling melengkapi dalam membentuk wajah hukum Islam
yang adaptif dan fungsional di tengah masyarakat modern. Jalur pembaruan pun berlangsung melalui dua
pendekatan, yakni struktural (melalui kebijakan negara) dan kultural (melalui peran ormas Islam dan
lembaga pendidikan). Interaksi antara kedua jalur ini berkontribusi pada terbentuknya sistem hukum
nasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam secara konstitusional dan operasional.

Prinsip-prinsip ijtihad seperti magdasid al-syari‘ah dan maslahah mursalah menjadi landasan
metodologis bagi pembaruan hukum Islam yang bersifat progresif. Di Indonesia, wacana ijtihad kontekstual
dan fikih sosial menjadi bukti bahwa pemikiran hukum Islam tidak lagi eksklusif dalam ranah teologis,
tetapi merambah ke ruang publik sebagai panduan etika dan sistem normatif. Pembaruan hukum Islam tidak
hanya berdampak pada konstruksi hukum nasional, tetapi juga memperkuat pranata sosial keislaman yang
berperan dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, dinamika pembaruan hukum Islam di
Indonesia merupakan proses dialektika antara teks dan konteks, antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas
sosial yang terus berkembang. Proses ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan
hukum Islam tidak hanya sah secara
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